
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 24 TAHUN 2006

TENTANG

TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

HAKIM AD HOC PENGADILAN PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa pemeriksaan perkara tindak pidana di bidang

perikanan  pada  pengadilan  perikanan  memerlukan  Hakim

Ad Hoc yang mempunyai keahlian di bidang hukum

perikanan;

b. bahwa tata cara pengangkatan dan pemberhentian Hakim Ad

Hoc pengadilan perikanan tidak diatur secara tegas dalam

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;

c.  bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b

serta untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 31 Tahun

2004 tentang Perikanan, perlu menetapkan Peraturan

Pemerintah tentang Tata Cara Pengangkatan dan

Pemberhentian Hakim Ad Hoc Pengadilan Perikanan;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok

Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang . . .
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3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah

Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985

Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3316) sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4359);

4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan

Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986

Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3327) sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 34, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4379);

5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan

Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4358);

6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4433);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG TATA CARA

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN HAKIM AD HOC

PENGADILAN PERIKANAN

BAB I . . .
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BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Hakim pada Pengadilan Perikanan adalah Hakim Karier dan

Hakim Ad Hoc yang diangkat dan ditugaskan pada

Pengadilan Perikanan, untuk mengadili tindak pidana

perikanan.

2. Hakim Ad Hoc adalah Hakim Ad Hoc pada Pengadilan

Perikanan di Pengadilan Negeri.

3. Pengadilan Perikanan adalah Pengadilan khusus pada

Pengadilan Negeri dalam lingkungan Peradilan Umum yang

berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus tindak

pidana di bidang perikanan.

4. Majelis Kehormatan Hakim adalah Majelis yang memeriksa

dan menerima pengajuan pembelaan diri dari Hakim Ad Hoc

Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri, serta

memberikan pertimbangan, pendapat dan saran atas

pembelaan diri tersebut.

BAB II HAKIM

AD HOC Bagian

Pertama Hakim

Pasal 2

(1) Hakim Pengadilan Perikanan terdiri dari Hakim Karier dan

Hakim Ad Hoc.

(2) Hakim . . .
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(2) Hakim Ad Hoc sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat

dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Ketua Mahkamah

Agung.

Bagian Kedua

Syarat Calon Hakim Ad Hoc

Pasal 3

Untuk dapat menjadi calon Hakim Ad Hoc, seseorang harus

memenuhi syarat sebagai berikut:

a. warga negara Indonesia;

b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945;

d. berumur paling rendah 40 tahun;

e. sehat jasmani dan rohani;

f. berwibawa, cakap, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela;

g. berpendidikan paling rendah strata satu bidang hukum

dan/atau strata satu lainnya yang berasal dari lingkungan

perikanan, antara lain perguruan tinggi di bidang perikanan,

organisasi di bidang perikanan, dan mempunyai keahlian di

bidang hukum perikanan;

h. berpengalaman di bidang perikanan paling kurang 5 (lima)

tahun;

i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan

pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap

karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan

pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;

j. tidak menjadi anggota salah satu partai politik; dan

k. bersedia melepaskan jabatan struktural dan/atau jabatan

lainnya selama menjadi Hakim Ad Hoc.

BAB III . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

BAB III

SELEKSI DAN PENGANGKATAN

Bagian Kesatu

Seleksi Hakim Ad Hoc

Pasal 4

Mahkamah Agung dan Departemen Kelautan dan Perikanan

melakukan seleksi administratif berdasarkan ketentuan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan tes tertulis untuk

menetapkan daftar nominasi calon Hakim Ad Hoc.

Pasal 5

(1) Mahkamah Agung melakukan seleksi kompetensi calon

Hakim Ad Hoc.

(2) Terhadap Calon Hakim Ad Hoc yang telah dinyatakan lulus

seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diwajibkan mengikuti pendidikan dan pelatihan yang

diselenggarakan oleh Mahkamah Agung.

Pasal 6

Calon Hakim Ad Hoc yang dinyatakan lulus pendidikan dan

pelatihan diusulkan oleh Ketua Mahkamah Agung kepada

Presiden untuk diangkat sebagai Hakim Ad Hoc.

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi administratif, tata cara

pelaksanaan tes tertulis, penetapan daftar nominasi, seleksi

kompetensi, serta pendidikan dan pelatihan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 diatur dengan Peraturan

Mahkamah Agung.

Bagian Kedua . . .


